
 

      

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 55 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 51 TAHUN 2019 
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, 

PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN 
PEMBERHENTIAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL 

LAINNYA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN  

UMUM DAERAH DI KABUPATEN KENDAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan 
kelancaran proses pengisian tenaga profesional lainnya pada 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 
yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di 
Kabupaten Kendal, maka berdasarkan Nota Dinas Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor : 
440/5641/DINKES tanggal 10 September 2019 Perihal 
Pengajuan Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 
51 Tahun 2019, Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 
2019 tentang Pedoman Pengadaan, Persyaratan, 
Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, 
Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang berasal dari 
Tenaga Profesional lainnya pada Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan 
Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal 
dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang 
sehingga perlu diadakan perubahan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan, Persyaratan, 
Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, 
Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang berasal dari 
Tenaga Profesional lainnya pada Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan 
Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1965 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan  Peraturan Perundang–undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran 
Negaran Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 
6037);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
224); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 705); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
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Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); 

23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pola 
Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan 
Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum 
Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2018 Nomor 72); 

24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, 
Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan 
Pemberhentian Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional 
lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan 
Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum 
Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2019 Nomor 52); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 51 TAHUN 2019 
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PERSYARATAN, 
PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA 
KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI 
YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA 
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT 
KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN KENDAL. 

 

Pasal I 
 

Di antara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan, 
Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa 
Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang 
berasal dari Tenaga Profesional lainnya pada Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang 
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten 
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 
52) disisipkan 1 (satu) Pasal yang berbunyi sebagai berikut : 
  

Pasal 20A 
 

(1) Ketentuan mengenai pertimbangan analisis kebutuhan 
tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan mulai tahun 
2020. 

(2) Khusus untuk analisis kebutuhan tenaga profesional 
lainnya pada tahun 2019 berpedoman pada Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan. 
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Pasal  II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

 

Ditetapkan di Kendal 

Pada tanggal 13 September 2019 
  

BUPATI KENDAL, 

cap ttd 

MIRNA ANNISA 

Diundangkan di Kendal 
Pada tanggal 13 September 2019 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 

cap ttd 

SUGIONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 56 
 


